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PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jl. Moch. Roem Kelurahan u"..r"t *.f;.r,r3:1llia"*r" raman Praia Blok III Lantai 2

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI TINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT KOTA BONTANG

Menimbang

Mengingat

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

PER/9/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator

Kinerja Utama di Lingkungan lnstansi Pemerintah, perlu menetapkan

lndikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang;

2. Bahwa untuk Penepatan lndikator Kinerja Utama tersebut, perlu

menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang.

1. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik

lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik ln donesia Nomor 4614);

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan

kinerja dan tatacara reviu atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

P ER/9/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator

Kinerja Utama di Lingkungan lnstansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pela ksan aan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Pera ngkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Bontang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun

2016 Nomor 3)

KEPUTUSAN KEPATA DINAS, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BONTANG

NOMOR : 02 TAHUN 2017



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

lndikatator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh,

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kota Bontang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),

Menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Menyusun dokumen

Penetapan Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah

(LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan

dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2017 -

2021

Penyusunan Laporan Aku ntabilitas

Pencapaian Kinerja dilaku ka n oleh

dilaporkan secara berjenjang.

Kinerja dan Evaluasi Terhadap

setiap Perangkat Daerah untu k

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Surat

Keputusan ini, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang akan selalu berkoordinasi

dengan lnspektorat Kota Bontang untuk:

a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka

meyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan

akuntabilitas kinerja.

b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan

melaporkan kepada Wali Kota Bontang

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pad a Tanggal

Bontang

lanuari 2017

KEPALA,

uha
NtP. 19670714 199412 004

(



L Nama Perangkat Daerah

2. Tugas

3. Fungsi

4. Indikator Kinerja Utama

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Pemberdayaan Masyarakat

Melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan & Pemberdayaan Masyarakat

a. Perumusan kebijakan teknis lingkup Bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
dan Pemberdayaan Masyarakat

b. Pengkoordinasian, pengendalian seluruh kegiatan pada unit kerja dinas;

c. Pengkoordinasian urusan administrasi kesekretariatan dan keuangan dinas;

d. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural, kelompok jabatan fungsional

dan stafdi lingkungan dinas;

e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah;

f. Pelaksanaan pelaporan tugas Dinas sebagai pertanggung j awaban;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

No
Kinerja Utama/Outcome/

Tujuan/ Sasaran
Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Form Perhitungan Penanggung Jawab Sumber Data

(r) (2) a) (1) (6) (7)

l

Meningkatnya Kualitas Hidup
Bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penanganan Penyandang

Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Jumlah PMKS vang tertanqani

Jumlah PMKS yang ada
x 100% Bidang Sosial DSP3 M

Partisipasi Perempuan di
Lembaga Pemerintah

Pekerja Peremouan di Lembaga Pemerintah

Jumlah Pekerja Perempuan x 100%
Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan
Perlindungan Anak

Sistem Kepegawaian BKPP dan
Unsur MUSPTDA

Partisipasi Perempuan di
Lembaga Swasta

Pckeria Perempuan di Lembaga Swasta

Jumlah l'ckcrja Perernpuan

x 100%
Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Laporan Bulanan (Bidang P3K,
Pembinaan, Pengembangan, dan
Perl indungan Ketenagakerjaan)
DPMTK-PTSP

2 Meningkatnya Peran Partisipasi

Perempuan dalam Pembangunan

dan Perlindungan Terhadap

Perempuan Dan Anak

INDIKATOR KINERJA UTAMA



No
Kinerja Utama/Outcome/

Tujuan/ Sasaran
Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Form Perhitungan Penanggung Jawab Sumber Data

(t) (2) (3) (4) (6) (7)

Partisipasi Angkatan Kerja
Perempuan

Jumlah Partisipasi Angkatan Keria Perempuan

Jumlah Angkatan Kerja Perempuan x 100%

Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan
Perlindungan Anak

BKPP dan Laporan Bulanan
(Bidang P3K Pembinaan,
Pengembangan dan Perl indungan

Ketenagakerjaan) DPMTK-PTSP

Ratio KDRT
Jumlah KDRT

Jumlah Rumah Tangga
x 100%

Bidang Pembcrdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

P2TP2A, Polres, Polsek,

Puskesmas, RS, KUA

J Meningkatnya Peran Serta dan
Keberdayaan

Masyarakat/Lembaga Dalam
Pembangunan Wilayah

LPM Aktil(%)
Jumlah l-PM Aktif

Jumlah PKK

Bidang Pemberdayaan

Masyarakat
DSP3M

PKK Aktif (%)
Jumlah PKK Aktif

Jumlah PKK
x 100%

Bidang Pemberdayaan

Masyarakat
DSPJM

Posyandu Aktif (%)
Jurnlah Posyandu Aktif

-lumlah Posvandu
x 100%

Bidang Pemberdayaan

Masyarakat
DSP3M

Swadaya Masyarakat

Terhadap Pembangunan

Wilayah (%)

Jumlah Pembansunan Hasil Swadaya Masyara(rt (Rp)

Jumlah Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat (Rp)
x 100%

Bidang Pemberdayaan

Masyarakat
DSPJM

x 100%


